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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf
a, huruf b dan huruf c, perIu menctapkan Peraturan Menteri
Kornunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Penyiaran
T~levisi Digital Terestrial Penerirnaan Tetap Tidak Berbayar (Free to
All).

d. bahwa rr.igrasi dari penyiaran analog menjadi pcnyiaran digital tidak
hanya sebagai bentuk dari perkembangan telmologi tetapi juga sebagai
sarana unruk melakukan efisicnsi struktur industri penyiaran yang
berorientasl kcpada pcningkatan peluang usaha, ekonomi, sosial, dan
budaya masyarakat:

c. bahwa dalarn rangka mengatasi perrnasalahan tidak tcrpcnuhinya
permohonan penggunaan kanal frekuensi radio untuk pcnyiarnn
televisi terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) yang
disebabkan terbatasnya spektrurn frekucnsi radio, migrasi dari
pcnyiaran analog menjadi penyiaran digital perlu dilaksanakan secara
hertahap:

b. bahwa arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran saat ini harus
mernperhatikan perkembangan teknologi menuju tcknologi penyiaran
digttal yang dapat menggunakan 1 (satu) kana! frekuensi radio untuk
mcnyalurkan bcbcrapa program siaran:

a. bahwa perkembangan teknologi penyiaran televisi terestrial di dunia
saat iru beralih dari teknologi penyiaran analog menjadi teknologi
pcnyiaran digital;

Menimbang :
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10. Peraturan Presiden Republik indonesia Nornor 77 Tahun 2007 ten tang
Daftar Bidang Usaba yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
d~~gal1 Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor :111 Tahun 2007' ,

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kcmcnterian Negara Republik lndonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presidcn Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun
2008;

8. Pcraiuran Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tcntang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kernenterian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun
2008;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 7 Tahun 2009
tentang [enis dan Tarif atas Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Tnformatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);

6. I'craturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4-566);

5. Peraturan Pernerintah Rcpublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pcnyelenggaraan Penyiaran Lernbaga Penyiaran Publik
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2g,
Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4485);

4. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000
ten tang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108,
Tambahan Lem~aran Negara Republik Indonesia Nomor 3981)

3. Pcraturan Pcrncrintah Rcpublik Indonesia Nornor 52 Tahuu ;WOO
tentang Penyelcnggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Lernbaran
Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tarnbahan
Lcmb.iran Ncgarn Rcpublik Indonesia Nornor 4252);

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tcr.rnng Telckornunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Mengingat
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4. Saluran siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran.
1

5. Progt am siaran adalah kontsn yang disusun secara berkesinambungan dan berjadwal.

6. Saluran atau kanal frekuensi adalah bagian dart pIta frekuensi radio yang ditetapkan

3. Penyiaran Televisi Digital Teresrria) Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air)
adalah penyiaran dcngan rnenggunakan telmologi digital yang dipancarkan secara
terestrial dan diterima dengan perangkat penerimaan tetap.

2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancai an
daa/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrurn
frekuensl radio melalui udara, kabel, danj'atau media lainnya untuk dapat ditcrima
secara serentak dan bersarnaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dirnaksud dengan:

1. Konten atau Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalarn bontuk suara, garnbar,
atau suara dan garnbar atau yang berbentuk grafts, karakter, baik yang bersifat
tnteraktif rnaupun tidak, yang dapat ditcrirna meJalui perangkat penerima siaran.

Pasal 1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG
KERANGKA DASAR PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEV[SI
DIGITAL TERESTRIAL PENERlMAAN TETAP TIDAl{ BERBAYAR (FREE
TO AIR).

MEMUTUSKAN:

14. Pcraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Nomor: 27 /P /M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan
Penyelcnggaraan Siaran Televisi Digital;

I

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Republik Indonesia
Nomor: 25/P /M.KOMiNFO/7 /2008 tcntang Organisasi dan Tara Kcrja
Kantor Dcpartcmen Komunikasi dan lnforrnatika:

12.l'c:·oLurall Menter! Komunikasi dan lnformatika Rcpublik lndoucsiu
Noruor: 07 /P /M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital
Tcrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia;

-

11. Keputusan Menteri Pei hubungan Nomor: I<M. 20 Tahun 2001 tentang
Pcnyeienggaraan [aringan Telekomurukasi sebagairnana tclah diubah
terakhir dengan Peraturan Mentcri Kornunikasi dan lnformatika
Republik Indonesia Nornor 30/PER/M.I<OMINFO/09/ 2008;
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19. Menter! adalah mentcri yang ruang lingkup tugas dan langgullg jawabnya eli bidang
komumkasi dan informatlka.

18. Kom.isi P~nyiaran. Indonesia yang selanjurnya disebut KPJ adalah lembaga negara yang
bersifat 'lnde~e~~en yang .ada eli pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta
rnasyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang
Undang Nornor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

17. lasa tamoahan pcnyiaran adalah jasa Jayanan berupa komunikasi data, multimedia,
ataupun telekomunikasi lainnya di !uar jasa layanan utarna yang dapat diterima dengan
atau tanua pcrangkat tarnbahan pada perangkat perierima siaran teJevisi arau
perangkat pener.ma lainnya.

16. Penyelenggara Multipleksing Swasta adalah penyelenggara yang menyalurkan
beberapa prograia siaran dari beberapa Penyelcnggara Program Siaran Swasta melalui
suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona
layanan.

15. Penyelenggara Multipleksing Publik adalah penyelenggara yang menyalurkan beberapa
prcgram siaran dari beberapa Penyelenggara Program Siaran Publik rnelalui suatu
perangkat multipleks dan perangkat transrrusi kepada masyarakat di suatu zona
layanan.

14. Pertyelenggara Multiplelcsing adalah penyelenggara yang rnenyalurkan beberapa
program siaran dad beberapa Penyelenggara Program Siaran melalui suatu perangkat
multipleks dan perangkat transmrsi kepada masyarakat di suatu zona layanan.

13. Simulcast: atau pcnyiaran serernpak adalah penyclenggaraan siaran televisi analog dan
televisi digital pada saar yang bersarnaan.

12. Penyelcnggara Program Siaran Publik adalah Lcrnbaga Pcnyiaran Publik yang
rnenggabungkan beberapa konten atau siaran yang diatur menjadi program siaran
untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah jangkauan siaran mclalui
Penyelenggara Multipleksing Publik

11. Penyclenggara Program Siaran Swasta adalah Lernbaga Penyiaran $wasta yang
menggabungkau bebcrapa konten atau siaran yang diatur menjadi program siaran
untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah jangkauan siaran melalui
Penyelenggara Multipleksing Swasta.

10. Penyeleuggara Program Siaran adalab Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga
Pcnyiaran Swasta yang menggabungkan beberapa kontcn atau siaran yang diatur
mcnjadi program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah
jangkauau siara ; mclalui pcnyclenggara Multlpleksing.

9. Zona layanan adalah gabungan dari .beberapa wilayah jangkauan siaran dalam suatu
area.

8. Wilayah jangkauan siaran adalah wilayah layanan pencrimaan sesuai dengan izin
penyclcnggaraan pcnyiaran yang dibcrikan.

7. Multiplcksing adalah penggabungan beberapa saluran siaran pada 1 (satu) saluran,
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a. Penyc1enggara Program Siaran Publik TVR!; dan
b. Penyelenggara ProgramSiaran Publik Lokal.

(3) Penye.lcnngara Program Slaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terdrri aras:

a Penyclengga-a Program Siaran PubUI<;dan
b. Pcnyelengga: a Program Siaran Swasta.

(2) Penyelcnggara Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas:

a. Penyelenggara Program Siaran; dan
b. Penyclenggara lnfrastruktur.

(1) Penyelenggara penyiaran televisi digital terestrial penerirnaan tetap tidak bcrbayar
(free to air) terdiri atas:

Pasa13

Bagian Pertarna
Um..tm

BABIII
PF.NYELENGGARAAN

a. meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan
penyiaran:

b. meningkatkan kualitas penerirnaan program siaran televisi;
c. mcruberikan lebih oanyak pilihan program siaran kepada masyarakat:
d. mernpercepat perkernbangan media televisi yang sehat di Indonesia;
c. mendorong kouvergensi layanan multimedia: dan
f. rnenumbuhkan industri kcnten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait

dengan penyiaran telcvisi digital teres trial penerimaan tetap tidak berbayar (free to
air).

Pcnyelenggaraun penyiaran televisl digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free
to air) bertujuan untuk:

Pasal2

BAB II
TUJUAN

-
20. Direktur lenderal adalah Dircktur [enderal Pos dan Telekomunikasi serta Dircktur

[enderal Sarana Kcmunikasi dan Dtseminasi lnforrnasi.
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(6) Untu,kmel~ingkatl~Cin kualitas penerimaan siaran di zona layanannya, Penyelenggara
Multlplekslng dapat rnelakukan relai siaran dengan menggunakan mctodc Sin9/e
:requency ~etwork (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensl radio di setiap wilayah
[angkauan siaran.

(5) Penyelenggara Multipleksing dapat mernperoleh izln pada lebih dari 1 (satu) zona
layanan.

(4) Penyelenggara Multipleksing rncngutamakan penggunaan perangkat produksi dalarn
negeri.

(3) Pcnyclcnggara Multiplcksing hanya dapat bekerja sarna dengan Pcnyclenggara
Program Siaran pada tiel!" wilayah [angkauan siaran yang bcrada di dalam zona
layanannya.

a. rnerniliki hak pcnggunaan spektrum frekuensi radio untuk setiap zona
layanannya:

b. mernenuhi kornitmen pernbangunan sarana dan prasarana yang mencakup
seluruh wilayah jangkauan siaran dalarn zona layanannya;

c. rnencegah terjadinya interferensi dengan Penyelcnggara Multipleksing lain pada
wilayah jangkauan siaran yang sarna dan wilayah jangkauan siaran yang
bersebelahan:

d. rnenyediakan sistern multipleks dan sistem transmisi; dan
e. rnenggunakan alat dan perangkat yang Lelah memenuhi persyaratan teknis sesuai

peraturan perundang-undangan.

(2) Penyclenggara Multlplcksing wajib :

(1) Penyclenggara Multipleksing merupakan penyclenggara [aringan penyiaran telcvisi
digilal tercstria! untuk penerimaan tetap tidak berbayar (free to air).

Pasal 7

Paragraf2
Peny~lenggara Multipleksing

(3) Per.yelenggara Program Siaran dapat mcmperolch Izin Penyclenggaraan
Multipleksing sesuai dengan kctcntuan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Pcnyclcngg .. r..l Program Siarvn Swasta dan Peuyclcnggara Program Siaran Publik
Lokal hanya dapat rnenyiarkan 1 (satu) program siaran melalui 1 (satu)
Penyelenggara Multipleksing di wilayah jangkauan siaran sesuai dengan lzin
Penyelcnggaraau Program Siaran yang dimilikinya.

- c. bekcrja sama dcngan Penyclcuggara Muluplcksing:

b. mcrnatuhl Pedornau Perilaku Penylaran dan Standar Program Siaran (P3 dan
SPS) yang diretapkan oleh KPI; dan

\
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Lernbaga Penyiaran Publik TVRI menjadi Penyelenggara Program Siaran Publik sctelah
dilakukan penyesuaian lzin.

Pasal 10

Bagian Kesatu
PenycJenggara Program Siaran PubIik

BABIV
PERSYARATAN PENDIRIAN

t2J KNcntU:lJ1 lebih lanjut rentang batasan tarif sewa saluran siaran dari Pcnyclenggara
Multiplcksing sebagairnana dirnaksud pada ayar (1) diatur dengan Peraturan Menteri
te rs end irio

(1) Menter; rnenetapkan batasan tarif sewa saluran siaran dari Pcnyclenggara
Multipleksing,

Pasal9

a. hanya dapat menggunakan 1 (satu) saluran siaran untuk menyalurkan program
siarannya sendiri: dan

b. membuat pembukuan terpisah (accounting separation) untuk sctiap izin yang
dirnilikinya.

(5) Penyelenggara Program Siaran Swasta yang memiliki lzin Penyelenggaraan
Multipleksing harus mernenuhi ketentuan sebagai berikut:

r:

(4) Pcnggur.aan kapasiras sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) bersifat sementara
sampai dengau adanya Penyelenggara Program Siaran yang membutuhkan saluran
siaran.

(3) Dalarn hal ridak terdapat penyelenggara program siaran Swasta yang mernbutuhkan
saluran siaran, Pcnyelenggara Multiplcksing Swasta dapat menggunakan kapasitas
saluran di lua r ketenruan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) setelah mcndapat
persetujuan Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelcnggara Multipleksing Swasta .nengalokasikan sckurang-kurangnya 2/3 [dun
per uga) bagian dari kapasltas salurannya untuk menyalurkan program siaran dari
Penyeleriggara Program Siaran Swasta yang berada di zona layanannya.

(1) Penyelenggara Multipleksing Publik mengalokasikan seluruh kapasitas salurannya
untuk rnenyalvrkan program siaran dari Penyelcnggara Program Siaran Publik yang
bcrada di zoua iny.maunya.
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Penyelenggara Multiplcksing Swasta harus diselengarakan oleh badan hukum yang
berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 14

Bagian Keernpat
Penyelenggara Multipleksing Swasta

Penyelenggara Multipleksing Publik harus diselenggarakan oleh Lernbaga Penyiaran Publik
TVRJ.

Pasal 13

Bagian Ketiga
Penyclenggara Multipleksing Publik

3. didirikan oleh warga negara Indonesia;
b. didirikan dengan bcntuk badan hukurn Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang

mendaparkan pengesahan dari Menteri Hukurn dan HAM;
c. bidang usahanya hanya mcnyelenggarakan jasa penyiaran televisi; dan
d. seluruh modal awal usabanya dtmillki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan

hukum Indonesia yang seluruh saharnnya dirniliki oleh Warga Negara Indonesia.

Pendirian Penyclenggara Program Siaran $wasta harus memenuhi persyaratan sebagai
bcrikut:

Pasal12

Bagian Kedua
Pcnyeienggara Program Siaran Swasta

a. didirikan olch Pemcrintah Daerah dengan persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atas usul masyarakat:

b. belum ada pcnyelenggara program slaran TVRI di wilayah [angkauan siaran tersebut;
c. tcrsedianya Sumber Oaya Manusia (SDM) yang profesional dan surnber daya lainnya

sehingga marnpu mclakukan paling sedikit 3 (tiga) jam siaran pCI' hari dengan materi
siaran yang proporsional: dan

d. bidang usahanya hanya menyclenggarakan jasa penyiaran teJevisi.

-
Pcndirian Ponyelenggara Program Siaran Publik Lokal harus mcmcnuhi pcrsyaratan
sebagai berikut:

,-,
Pasal 11
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(6) Penyelenggara .MultipJeksing yang telah habis masa perpanjangan izinnya dapat
memperbaharui Penyelcnggaraan Multiplcksing mclalui proses seleksi.

(5) I~in Pen~elellggaraan ~lul.tipleksil1g berlaku selarna 10 (sepuluh) tahun dan dapat
diperpaujang 1 (satu) kali untuk masa 10 (sepuluh) tahun serelah melalui proses
evaluasi oleh Menteri.

(4) Pengajuan pendaftaran seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
setelah dllaksanakau pengurnuman peluang usaha penyelenggaraan multiplcksing
oleh Menteri.

(3) Untuk mcmperoleh Izin Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pernohon harus rneugajukan pendaftaran seleksi sccara tertulis kcpada
Menteri.

(2) Pembcrian Izin Penyclenggaraan Multipleksing dilaksanakan dengan metodc seleksi.

(1) Pcnyclcnggara mulnpleksing wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Multipleksing
dan 1.,,1cnteri,

Pasal 1&

Bagian Kedua
Tara Cara dan Persyaratan Per'iztnan

Pcnyelenggara MultipJeksing

Ketentuan lebih laujut rnengenai tata cara dan persyaratan perizinan Penyelenggara
ProgramSiaran diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(4)

Pengajuan pcrmohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksan.aknn
setelah dilaksanakan pengumuman peluang usaha penyelenggaraan program siaran
oleh Menteri.

(3)

Untul< memperoleh lzrn Penyelenggaraan Program Siaran sebagai mana dimaksud
pada ayat (1). pemchon harus mengajukan perrnohonan izin secara tertulis kepada
Menteri melalui KPI.

(2)

Penyelenggara Program Siaran wajib memperoleh Izin Pcnyelenggaraan Program
Siaran dan Menteri.

(1)

Pasal15

Bagian Kesatu
Penyelcnggara Program Siaran

BABV
T:\TA CARA DAN PERSYARATAN PERrZINAN
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(3) Alar bantu penerirna siaran televisi digital (set-top-box) dan perangkat pencrima
tclevisi digital srandar yang dibuat, dirakit, diperdagangkan. dioporasikan <1:111
dimasukkan ke dalarn wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepcrluan
penyiaran rncngikuti persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundang
und :111gnu.

(2) Alal bantu pcnerlma siaran televisi digital (s:!t-top-box) dan perangkat penerima
televisi digital standar rnengikutl ketentuan teknis yang berlaku, dengan fitur menu
bahasa Indonesia dan peringatan dini bencana alarn scrta dapat dilengkapi dcngan
fitur layanan data dan sarana pengukuran rating acara siaran televisi.

(1J Tingkar Kandungan Dalarn Negeri (TKDN) alat bantu penerima siaran televist digital
(set-top-box) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh perseratus) dan secara bertahap ditingkatkan
sekurang-kurangnya rnenjadi 50 % (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5
(lima) tahun.

Pasal IB

Bagian Kedua
Alat Bantu Penerima Siaran

a. keteruuan peraturan pcrundang-undangan yang mengatur tcntang menara bersama
telokomumkasi: dan

b. ketentuan peraturan pcrundang-undangan yang mengatur tentang menara pcnyiaran,

Penyedia Menara mengikutl:

Pasal17

Bagian Kesatu
Penyedia Menara

BABVI
PENYEDIA MENARA.DAN ALAT BANTU PENERIMASIARAN

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan seleksi perizinan
penyel~nggaraan multipleksing diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Alokasi kanal frekueusi radio untuk Penyelenggara Multiplei<sing Publik diatur dalam
Peraturan Menteri tersendlri.

(9)

Menrcri mencrbitkan lzin Peuyclenggara Multipleksing kepada Lcmbaga Penyiaran
Publik TVRI yang bcrlaku secara nasional tanpa melalui proses sclcksi dcngan
mcnggunakan 1 (satu) kanal Irekuensi radio.

(8)

Pcr.yclcnggara Multtplcksing scbagaimana dimaksud pada ayat (6) mcmpcrolch
pnoritas dalarn proses seleksi.

(7)
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(2) Ketentuan kepemilikan modal asing atas saham Penyelenggara Program Siaran
Swasta wajib. mengikuti ketentuan kepemilikan modal asing yang berlaku bagi
Lernbaga Penyiaran Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum hanya dipcrbolchkan mcrnilikl, bail, SCC<1ra

I~ngsung maupun tidak langsung, saham pada 1 (saru) Penyclenggara Multiplcksing
di ::.(SLltU) zona Iayanan.

(1) Penyelenggara Program Siaran Swasta wajib memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan dan
penguasaan serta kcpenuhkan silang sebagaimana berlaku bagi Lembaga Penyiaran
Swasta.

Pasal21

BABIX
I<EPEMILlKAN

a. menyediakan pusat informasi dan pelayanan rnasyarakat;
b. melakukan pengamanan terhadap pemanfaatan sistem multipleksnya sesuai

kctentuan peraturan perundang-undangan: dan
c. rnclakukan pcngarnanan dan perlindungan terhadap setiap konrcn clad

Penyelenggara Program Siaran yang disalurkannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam mcnyelenggarakan kegiatannya, Penyelenggara Multipleksing harus:

a. merniliki hak atas setiap kontcn yang disiarkan:
b. mencantumkan hak yang diruilikinya untuk mcnyiarkan konteu tcrscbut; dan
c. menyediakan pusat informasi dan pelayanan masyarakat,

(1) Dalam rnenyeleuggarakan kegiatannya, PenyeJenggara Program Siaran wajib:

Pasal20

BAB VIII
PENGAMANAN DAN PERLJNDUNGAN

(2) Ketentuan lebih 1aI1Jut rncngcnai kualitas penerimaan siaran televisi digital tcrcstrIal
penerimaan tetap tidak bcrbayar (free Co air) diatur dalarn Peraturan Mcnteri
tersondiri.

(J) Pcnycleuggara Multiplcksing dan Pcnycdia Mcnara mcngikuti kctcniuan kualiras
pcncrlmaan siaran sesuai Rcncana Dasar Tcknik Pcnyiaran Digital dan Pcrsyaratan
Tcknis Perangkar Pcnyiaran Digital.

Pasal J9

BAB VII
KUALlTAS PENERIMAAN SIARAN,.
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(1) Perruohonan iziu pcnyclenggaraan penyiaran lernbaga penyiaran swasta dan lembaga
penyiaran publik lokal yang diterima oleh Menteri setelah dikeluarkannya Peraturan
Menteri ini akan diproses sebagat pengaiuan izin penyclenggaraan program siaran
yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah Penyelenggara Multipleksing ditetapkan.

(2) Lernbaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang telah rnemiliki lzin
Penyclenggaraan Pcnyiaran scbelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini akan
di:lalmka? peny(;:suai~n lzin me~jadi Izin Penyelenggaraan Program Siaran dcngan
w~laya~1 Iangkauan siaran SeSU<l1 dcngan wilayah jangkauan siaran y~ng tcrcantum
dalarn izrn penyclenggaraan pcnyiarannya yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah
Penyeienggara Muitipleksing ditetapkan.

Pasal24

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pengawasan dan pengenclalian terhadap pe)aksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh
Direktur Ienderal.

Pasal 23

BABXI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Penyelenggara Multipleksing wajib membayar Biaya Hak Penyelcnggaraan (BBP)
Telekoruunikasi, Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrurn frekuensi radio dan
Kontrinusi Kewajiban Pelayanan Universal (J<KPU) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Penyelenggara Program Siaran wajib rnembayar biaya lzin Penyelenggaraan
Penylaran sesuai dcngan ketentuan pcraturan perundang-undangan.

(2)

Pcnyclengara Program Siaran wajib mcnyiarkan iklan layanan masyarakat scsual
dcugan kctcntuan pcraturan perundang-undangan. termasuk narnun tldak tcrbatas
pada sosialisasi implernentasi sistem pcnyiaran telcvisi digital.

(1)

Pasal22

BABX
KONTRlBVSl PADA MASYARAKAT DAN NEGARA

(4) Ketentuan kcpemlllkan modal asing dalam Penyelenggara Multipleksing mcngil<uti
kctentuan kepcmllikan modal asing sesuai peraturan perundang-undangan.
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(12) Ketentuan penyerenggaraan penyiaran tclevisi digital teresterial penerimaan tetap
oleh Lernbaga Penyiaran Komunitas diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(11) Salama masa transisi, alokasi frekueiisi radio yang digunakan untuk penyiaran tclcvisi
digital wajib berpedornan pada rencana dasar induk frekuensi radio untuk siaran
televisi digital

(9) Selarna masa Simulcast, Lembaga Penyiaran yang telah beroperasi diharuskan
menayangkan iklan layanan masyarakat yang menjelaskan proses migrasi sistem
penyiaran analog ke sistem penyiaran digital paling sedikit setiap 2 (dua) jam.

(10) Selarna masa simulcast perangkat penerima telcvisi analog harus tetap dapat
digunakan untuk menerirna siaran darl pemancar tclevisi digital dcngan alat bantu
penerima siaran (set-top box).

(8) Kcgiatall pcnyiaran secara simulcast diselenggarakan sclambat-larnbatnya sampai
akhir tahun 2017.

(7) Kegiatan peny.aran sccara simulcast dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan,
di mana pelaksanaannya terhitung sejak diselcnggarakannya penyelenggaraan
penyiaran televlsi digital tcrestrial penerimaan tctap tidak berbayar (free to air).

(6) Lernbaga Penyiaran yang memiliki (zin Penyelenggaraan Penyiaran dengan
menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan untuk wilayah layanannya
wajib melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-larnbatnya 3 (tiga) tahun
untuk Daerah Ekonomi Maju (OEM) dan selarubat-larnbatnya 5 (lima) tahun untuk
Daerah Ekonorni Kurang MCljU (DEKM) setelah Pcnyelenggara Multiplcksing
beroperasi di wilayah jangkauan siarannya.

(5) Lernbaga Pcnyiaran yang memiliki lzin Penyelenggaraan Penyiaran dengan
menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan untuk penyelenggaraan
penyiaran teJcvisi digital wajib rnelakukan migrasi ke penyiaran digital selarnbat
lambatnya 7 [tujuh) han kerja sebelum ditetapkannya Penyelenggara Multiplcksing.

(4) Lernbaga Penyiaran yang merniliki lzin Pcnyelenggaraan Pcnyiaran dengan
rncnggunakan kanai rrekuensi radio yang dialokasikan bukan untuk wilayah
layanannya wajib rnelakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-Iambatnya 1
(satu) tahun setelah Penyelenggara Multiplcksing beroperasi di wilayah [angkauan
siarannya.

(3) Pemohon lzin Penyelenggaraan Penyiaran yang telah memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diterapkannya Pcraturan
Menter! ini akan mempcroleh lzin Penyelenggaraan Penyiaran dengan ketentuan
wajib melakukan rnigrasi ke penyiaran digital selambat-larnbatnya 1 (satu) tahun
sctelah Pcnyelenggara Multipleksing beroperasi di wilayah jangkauan siarannya.
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Pas<l125

BAB XlII
K£TENTUAN PENUTUP


